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indang omor 12 Tahun 1956 tentang 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 1956 

. · rnor 25 sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

._.::da:--.g . .ornor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
aerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah 

-·-a. a: J Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
- ionesia . .omor 50, Tambahan Lembaran Negara 

b::~ ndonesia . .ornor 2 55 : 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
-;. -- ud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan = -a.:: tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam 
.5:e-= 3agi Pejabat Negara, Pimpinan/ Anggota Dewan 

- _:- ·a.:·=:an Rakyat Daerah, Pegawai Negari dan Pegawai 
- __ ;: - ~e ap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

I 
.etentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi 
. egara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan 

: - Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 
_ - == c.1::gan Pemerintah Kabupaten Bungo yang 

-- ::=r<a.:-: dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 
2015 sud ah tidak sesuai lagi dengan 

- .r m angan penyelenggaraan pemerintahan dan perlu 
~---~--·ch-: penyempurnaan, sehingga perlu diubah dan 

3:.:PATI BUNGO, 

_ u) . ~ .. \S DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 
-:.- os· 'A. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 

. -.::: ·E~ DA1 PEGAWAI TIDAK TETAP 
- .- .. ?S. IERI TAH KABUPATEN BUNGO 

__ QR r, TAHUN 2017 
),,- 

=R..\TURAN BUPATI BUNGO 

B PATI BUNGO 
OVINSI JAMBI 



ndar:g . · a:::~:- _, . a::.::: 2003 ten tang 
-,, - az:ga.-: . ·egara (Lernbaran . .egara Republik Indonesia 
Tahun 2003 .ornor ~7, Tarnbahan Lembaran Negara 
- n oiik Indonesia 1 'omor 4286)· 
-·': iang-Undang omor 1 Tahun 2004 tentang 
. er endaharaan egara (Lembaran Negara Republik 
.-: · .. esia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
. ·~;aia Republik Indonesia Nomor 4355); 
·_-:- iang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan dan Tanggung J awab 
· e .... ai-:gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
- n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

ublik Indonesia Nomor 4400); 
·_·- iang- ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirr.bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
_ emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
:- . ..: nesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

. ·=-ga.:-a Republik Indonesia Nomor 4438); 
·::-..:a:--g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
:;:::-:bentukan Peraturan Perundang-undangan 

egara Republik Indonesia Tahun 2011 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

omor 4389); 
_-_ iang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

:: ublik Indonesia Nomor 5494); 
Unciang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
;::, -::e:intahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

cnesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran 
_ .egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
:0 ah. diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
-= : S en tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

n iang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
. :::. ubah an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
rentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
~eµ b ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 ); 
Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Perigclolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
r.:>'°'publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lerr.baran egara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Per arur an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan 
Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pe .. erintahan Daerah Kabupaten/Kota 
Lernbaran . .egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
'"" Tambahan Lembaran . ega:-a Republik Indonesia 



pa i ini yang dimaksud dengan: 
Provinsi Jambi. 

· = _ Kabupaten Bungo. 
aerar adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

~-=.::.:- cernerintahan daerah. 
"akil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo. 
··'a.,.-: Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
raki.an Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai unsur 

_ --? Pernerintahan Daerah. 
- aer ah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. 
_.::.:-a adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

--== oer ve nang adalah Pejabat " egara Pirnpinan DPRD, dan 
--: . .eria Perangka Daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

0=~:\TCRAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN 
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, 

-·- '=>I. A / ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
.~R.\H, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

_·_ ·oKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

MEMUTUSKAN : 

Perar -a.""' Pemerintan . o~ .. =- , _ af" ..... :- _v_O entang 
Sta car Akunrans: Pemerin; · an ( embaran egara 
Republik Indonesia Tahun 20' 0. ·on:or 123, Tarnbahan 
Lernbaran . .egara Republik Indonesia Tahun 2010 
. ·a .. or 5165 ); 
Pera uran enteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
::.en ang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
?eraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam 
:·egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
?engelolaan Keuangan Daerah; 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
rentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 
.egara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

?eraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah ( Lem bar an Daer ah 
.abupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12 ); 



-- 3· ;:);;; - -· .a ·a ':.\.J..i.:.. • • . • ~ 

-:::.....:: - per.ugasan sementara waktu. 
- =- an uar.g ::a..1.g dibayarkan sekaligus. 

adaiah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan 

__ - ararn negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas 
-c..:: luar daerah adalah perjalanan ke luar tempat 

- . e rseorangan maupun secara bersama yang jaraknya 
- - .;::_ .a 5 lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan 

~ ep blik Indonesia untuk kepentingan negara atas 
-=- yang Berweriang. 
-: T ugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah 

...;.___~;.._.- .. ~ yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk 
- :::-=- re _· aan sesuai tugas dan fungsinya. 

- .... gas _yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah 
-~~-:. :·a...-:g ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk 

--: pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya. 
- . - .... gas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah 

- -;:-: . ·a....-:g ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk 
---'--'=-- ~- - ==-=-= aan sesuai tugas dan fungsinya. 

- - ?::--:7-·anan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah 
~ pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat 

-- ::- - aksanakan perjalanan dinas. 
_::~·.::- adalah tempat/kota/ kantor / satuan kerja berada. 

adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke 

_ dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
-- ~a.ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

-=-::ap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat 
.aian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk 
~as tertentu pada instansi pemerintah atau yang 

'm!=E~_;:::.___.~=- ~ ===-:adi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
- :: ::..:apatan Belanja Daerah. 

;=. aran atau dengan nama lain adalah pejabat yang 
--~-- -:. enyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam 

anggaran belanja di lingkungan satuan kerja 

::=.-a_:-g.·a: Daerah yang se.anjutnya dismgka SKPD adalah 
-----'-----~-. 5a pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab 

-2...:.~ rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
azialah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional 

rian Anggota Kepolisiana Negara Republik Indonesia 



- erj alanan dinas dilakukan didasarkan pada: 
- :: dari uar SKPD, yang berkenaan dengan pelaksanaan 

... --=--..:::_::- ::ae:-a.:.. dan, atau kepentingan negara/ daerah; 
-:: s re: car a perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan 

..c... ::ae-~. dan/ atau kepentingan negara daerah; 
atau tertu.is dari Buoati • 'aki' Bupati untuk 

Pasal 3 

Bagian Pertama 
Dasar Perjalanan Dinas 

BAB. III 

...• CARA PERJALANAN DINAS 

:: -- a a; di lingkungan SK.PD yang akan melaksanakan 
~.c:--.4s mcndapat izin / persetujuan tertulis dari Bupati. 

sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat 
. egeri atau Pegawai Tidak Tetap atas izin / 

- = .. ::.:·fu·sanakan dengan mempertimbangkan antara hasil 
: = :::: · .epentingan negara dan/ atau daerah dibandingkan 

_ ~ yar.g diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan 

~--=--=.=.:-.a dirnaksud pada ayat (1) merupakan tugas tertentu 
-~.:.:"":asan di luar tugas rutin sehari-hari di tempat 

- == :::· akukan di tern pat yang dituju dilaksanakan oleh 
. ·::: · .. an/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan/ atau 

Pasal 2 
-··a.;·ukan untuk melakukan tugas yang sangat perlu 

.;,. ..... -:_ r.ezara dan/ atau daerah dalam rangka pelaksanaan 
- ~ ~a:-aa... pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

= - = - asvarakat: . ' 

BAB II 

ASAS UMUM 

- --:- _::er adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung 
- - -.:: berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat 
----·· -:::a:;,a- menjalankan tugas kedinasan sebagaimana 

-~ a.asan sakit atau alasan lainnya berdasarkan peraturan 

:::: 



: . Da.arn 7 

Bagian Kedua 
Perin tah Perj alanan Din as 

Pasal6 
a.anan dinas dilakukan melalui SPT dan SPPD yang 

. ejaba ., ang berwenang, sebagaimana format pada 

rr.engan arkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat 
-ai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan 

rota tempat pemakaman; 

ke tempat pemakaman jenazah pejabat 
meninggal dunia dalam melakukan 

merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke 
dan kernbali ketempat kedudukan semula; 
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

- -- ziinas yang dilakukan dalam hal : 
= · ..... a:- :empat kedudukan; 

-~~--- ....s. k menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan 
~·---=: . cedudukan; 

- raenghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 
eorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang 

ternpat kedudukan, untuk mendapatkan surat 
·:e- :en ang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

pengobatan di luar tempat kedudukan 
ajelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 

es: •0• pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan 
-.sar- dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena 

Pasal 5 

_ ___.. ...... -_..'"' - ·ar perjalanan dinas; 
---.=-a: : · an perjalanan dinas; 

· yang akan melaksanakan perjalanan dinas; 
- - - diceroieh dengan melakukan perjalanan dinas; 

- - _ ~; diburuhkan dalam melaksanakan perjalanan dinas; 
~- _-a--:a- cipergunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas. 

~ - aga.m an a dimaksud daiam Pasa. 3 :. uruf b, sekurang- 

Pasa.:. - 



2 Per.erbitan 8 

::- e~~:-i yang berasal dari luar SKPD berkaitan dengan 
---'~----~ program kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD; 

--= never: sipil; CJ • :::,'-'• • ; 

-=~:=:.gffi21ana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) juga berlaku 

Pasal8 

- --= 0 • a-au 
= ·-g" .a; di bawah Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama 

dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a 

rua - =·ang dilakukan oleh pegawai negeri dan/ atau pegawai 
..::.::~ Sr-PD, penerbitan SPT dan SPPD bagi yang bersangkutan 

-:.c..:: ::ang dilakukan oleh Kepala SKPD, penerbitan SPT dan 
::::...=- ber sangkutan ditandatangani oleh : 
ci. Bupati; 

- - _ 2.e-a.11. atas nama Bupati; dan 
Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat 

- -- ~ aimaksud pada huruf b berhalangan; 

??u yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila pejabat 
~ --c. .:.:...":'!aksud pada huruf a dan huruf b berhalangan. 

::>:<D, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf 

yang dilakukan oleh Pimpinan/ Anggota DPRD, 
~ ::a.": SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh : 

_·ang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, penerbitan 
;: ~ yang bersangkutan ditandatangani oleh : 
3upati; 

_ aerah atas nama Bupati; dan 
rretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat 

- - z: :::""::aksud pada huruf b berhalangan; 

Pasal 7 

~= cerwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan 
---:· perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; 

-=:-=alanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang 
-_c:_. us memperoleh persetujuan/perintah atasannya. 

SPT can S??=:) sebagaimana dirriaks'ud pada avat (1) 
---,:· atikan hal-hal sebagai berikut : 



_ ___,.,, ...... -_-::::....·ar: perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan 
- - - =- ~ apa: diberikan 30°10 ( tiga puluh persen ) dari tarif 

;: · :a e biaya penginapan; 

_:-;:_: n!Ja.°'1.an bakar minyak dan biaya penginapan 
-:-.a:-:s:..:d pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c dibayarkan 
a_ a --· dengan batas tertinggi sesuai tabel; 

..... ang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
riiba -arkan secara lumpsum dan merupakan batas 

:::a : bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, 
---=-=;-I: 
- ::-ac- da.arn kota bagi Bupati/Wakil Bupati . 

-'"' -=-- ii: idari uang makan, uang saku, dan transport lokal; 
- . :-:c.s: bahan bakar minyak; 

BAB IV 
BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 10 

:::,- ::a:: SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
ere e · persetujuan tertulis dari Kepala instansi vertikal yang 

- --: . ejaba , pegawai negeri yang bersangkutan. 

;::,~ riar; SPPD bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud 
·:e-ap~an oleh : 
aerah atas nama Bupati; dan 

an s · ertikal yang bersangkutan; atau 
ekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat 

lK"'.:~~ -=--::::.. imaksud pada huruf a berhalangan; 

-=._ - anan dinas yang dilakukan pegawai negeri yang berasal 
ertikal dalam rangka kepentingan pemerintah daerah harus 

-- perintah Zpersetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati; 

Pasal 9 

-- ~;:,- dan ::::.??D bag: pega -ai neger: seoagaimana dimaksud 
....... r: ...... ·- a d i.akukan sere.ah rnernpero eh persetujuan tertulis 

~:·po yang menjadi atasan pegawai negen yang 



Pasa. :2 ~o 

, ::-a= sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf e,huruf f 
== =--_:.::·a.:--: pejabat yang menduduki jabatan fungsional yang 

~::>: abat yang berwenang; 
- -=----=:-ar- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
-- :: ·=-~- terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

-::-- anar.. sebagaimana tercantum pada Lampiran IV; 
- ::-:::.as: dan Sewa Kendaraan Dalam Kata sebagaimana 

~ -2.:::2. Lampiran V; 
- 0 ·;:-_ can Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan 

·==· ...._:.-::a_'1, pengurusan jenazah sebagaimana tercantum pada 

· Peiabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III; 
-:_ ..... - ?egawai Negeri Sipil non Eselon Golongan III dan 

-=-:2. ?ejabat Fungsional Golongan II; 
~·'"'-4··· ?egawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Calon 
_ .: ::i:J:. dan Pegawai Tidak Tetap; 

::--~ .iinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) 
=- : .an berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana 

- ==- nasa. 11 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut: 
- - - -:. sebagaimana tercantum pada Lampiran II; 
--=- :---::asi Bahan bakar minyak, sebagaimana tercantum 

::·-:as sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), 
- =- ::: delapan) tingkat, yaitu : 

~ Bupati/Wakil Bupati; 
· Pimpinan DPRD; 
- s: -:ggota DPRD dan Pejabat Eselon IIA; 

- -~< ?ejabat Eselon IIB; 
- __ ~ Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan 

Pasal 11 

_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
-=--~'1 biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

-~-:emput/mengantar jenazah, terdiri : 

lamanya efektif kegiatan dapat 

se· agaima: a dic.aks d . ada ayat r ; huruf c tidak 
- -=- _ ~-:g rnelakukan perjalanan dinas dalam daerah; 



' . e. ::·a··a _ 

-- . pegawaiz bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas 
_,;..... s ud pad a Pasal 5 ayat (2) huruf d; 

ega vai Zbahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas 
-511~~=2.. ::_-:- · ud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f, dan uang harian 

=:- car; se inggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang 
---- ...:· ...... gaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di 

'""" - ~::CL. yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari efektif; 
a.:·::. transportasi pegawai/keluarga, dan biaya penginapan 

-: .c:..:-. ·2.. ..: , em pat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan 
din as se bagaimana dimaksud dalam Pas al 5 

ransportasi pegawai, biaya penginapan, uang 
=- sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas 
~;: .sud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan ayat (2) huruf a, b, c, 

eoagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya- 

Pasal 14 

-:::·-:an / Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai 
; menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali 

::-=a;ru""lan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. 

Pasal 13 

.:..- mana dimaksud pada ayat 3 ( tiga) juga berlaku bagi 
Patwal yang menyertai perjalanan dinas tersebut, 

- -- ar: dinas yang mengikutsertakan/mengikuti istri bagi -.a.= Sekda. 
_ venang memberi perintah perjalanan dinas agar 

- _ :ersediaan dana untuk melaksanakan perjalanan 
____ =-:::,.5a.!'an SKPD berkenaan. 

dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang --~~:..,;___,_--=_ .....,._; a.anan din as. 
erjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran SKPD 

•11111111 ..i.m;;;..~~...____::_: --: perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat 
-:ggaran SKPD yang memiliki Program/Kegiatan. 

_ .::.. perj alanan dinas pada Sekretariat Daerah tidak 
·• .a; un berjalan, maka Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris 

dan Asisten Sekda dalam melakukan dinas untuk 
erintah Daerah dapat menggunakan anggaran perjalanan 

o~ ~ .. ? 
• ct.Sa... - - 



90 Sem bilan puluh) hari dalarn hal pegawa1 
;~s ..: etasering; 

ari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan 
--- s · erpindah ke alat angkutan lain; 

- -.:=- _ -=- : C sepuluh) hari di temp at yang bersangkutan jatuh 
~- rialarn hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan 

ari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan 

iinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 

~- ra penginapan, dan uang representasi perjalanan dinas 

Pasal 16 

-:::--~ dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) 
- r.egeri sipil paling tinggi golongan II/ d dan/ atau 

ang diangkat dengan tugas sebagai sopir. 

=:: -ci negeri sipil selain dimaksud pada ayat (1) dapat 
· :-..:araan dinas dan/ atau sopir setelah mendapat 
-...:: dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala 

Bupati dapat menggunakan 

--a:: dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, 
ar; Sekretaris Daerah selain dapat menggunakan sopir 

.aksanaan perjalanan dinas, maka Bupati/Wakil 
- ~ :>~D, Pejabat Eselon II dan pejabat Eselon III dapat 

::o- araan dinas sebagai alat transportasi beserta sopir. 

Pasal 15 

-=-- ar; dinas menggunakan kendaraan dinas, terhadap 
sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat 

-"" a transportasi diganti dengan biaya bahan bakar 

agairnana c:::::~·-s-c. daiarn Pasa, 10 ayat (1) huruf 
.... -an umum meialui - .. ansportasi darat/laut/udara 

ke tempat tujuan serta kembali lagi ke tempat 



) o::>o- • -- ~ -- • 3 
- - - ::::::.._ G...:.:: c...:. . 

~ ---:.::...:- dinas yang telah dilaksanakan sebagaiman dimaksud 
- - - - ::::.: a_ ·ar dengan menggunakan uang persediaan bendahara 
-- ::::..:- / atau bendahara pengeluaran pembantu serta dapat 

- -.:::;ar. :nekanisme LS apabila perhitungan biaya perjalanan 
a u orang atau lebih di atas Rp. 5.000.000,- ( lima juta 

- _ -:::CJ~-an dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya 
- - --:.::..s belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas 

_.=:-~a.:-. setelah perjalanan dinas selesai. 

dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas 
:::e:-:.gan menggunakan uang persediaan bendahara 

-- ::..=..:- /a·au bendahara pengeluaran pembantu. 

Pasal 17 

~-sa."laan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang 
-ese:- a dengan biaya setoran/kontribusi kepada pihak 

- .:: kegiatan, dimana biaya penginapan dan biaya konsumsi 
--.:::-: ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka 

~~--=.-..,::~ untuk hari efektif kegiatan tidak diberikan dan uang 
60 % (enam puluh persen) dari hari efektif 

--- amar ya 7 'ujuh han setelah diterima keputusan tentang 
· etasering menjadi penugas pindahan; 

---...__..._-_ - -taman: .a 3 (tiga) hari di temp at penjemputan jenazah dan 
- -- arr.anva 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal 

__ ter sebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ 
-a.:: yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang 
.::.... saat melaksanakan perjalanan dinas; 

- --::a.."lya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat 
-eaa\\·ai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat 
- -: alm arh umy almarhumah yang bersangkutan. 

er alanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk 
- suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh 

-a pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang 
dengan tingkat biaya penginapan/hotel yang telah 

-::.lk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri. 
--g-kurangnya 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada 

s: a adalah keseluruhan waktu yang digunakan untuk 
as termasuk pergi dan pulang . 

.__::- as yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, 
-- a perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam 

dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 



B . .\n ; . 

-=-----:a;- dinas dimaksud maksimum 7 (tujuh ) hari; 
-.:,,-..::c.-=.-:c..ar . ·ang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan/ atau 

~~-- - :-=.::ge:uaran pembantu tersedia. 

- ~ -- aan perjalanan dinas dilaksanakan pada akhir tahun 
zen aan dan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka 

:a_ ·a perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran 
---: zan keten tuan : 

--~_-e-oran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, 
dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana 

naria ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana 
- ;:- Pasal 16 ayat (1) huruf f. 

_ -:-_ a: hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari 
dalam SPPD, maka pejabat/pegawai negeri yang 

.aib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya 
representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang 

· rn ah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain 
. dari 2 ( dua) hari se bagaimana dimaksud dalam Pas al 18 

.- c. maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan 
- tarn oahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, 

rendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan 
- .-= aiahan Zkelalaian pejabat /pegawai negeri bersangkutan. 

harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa 
.iaiam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 

--5··a..1 untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
--·- i. huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h. 

- _ umlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah 
ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat 

-cs.g>an tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 
dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan 

drsebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai negeri 

Pasal 18 

iaya perjaianan dinas sebagairnana dimaksud pada a) at (3) 
S?PD rampung dan bukti pendukung lengkap. 



3 . -· - ·- ag-ar: ..:·.ec.:...a _.:, 

wilayah provinsi Jam bi selama 1 
rn - ca pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam SPT 

- ah 3 tiga) hari dan dapat ditambah 1 (satu) hari 

· iari perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD bekaitan 
.ar daerah, disesuaikan antara hari efektif tugas 

- :.::...--:- ban umlah hari selama dalam perjalanan pergi-pulang. 
_ - c..: . .:-:cL-i perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 

~--~~· sebagai berikut : 
efektif kegiatan di ibukota provinsi atau di ibukota 

_--:a dalarn wilayah provinsi .Jarnbi selama 1 (satu) hari, 
-- .... - .. ·a oe. · alanan dinas dalam SPT dan SPPD maksimal 
- - : ga] a.--i. 

Pasal 21 

rwenang dalam penerbitan SPPD, sekaligus .menetapkan 
-- _ ::·5 ...... nakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan 

memperhatikan kepentingan dan tujuan dinas 

-=:-- -enang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk 
---'-::::....,- _ ·ar:g biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia 

::; _a_r- kerja berkenaan. 
_ - ,::-~~ dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pada 

engan maksud dan tujuan yang sama, maka SPPD 
satu) orang dan nama yang lainnya dicantumkan 

- akukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan 
- ; berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum 
seoagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Pasal 20 

- ;.__ ..:an tertib administrasi berkenaan dengan pelaksanaan 
_::: ..... k dan tata cara pengisian SPT, SPPD, serta besarnya 

......... as berpedornan kepada Lampiran sebagai bagian yang 
- .... '7:-gan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

B.:..3 - 

?:t::LAKSA AA . PERJ ALA -A - DI AS 
Bagian Pertama 

c::. • dan Perhitungan Lamanya Perjalanan Dinas 



B.-3 rr 16 

c..r-.;:-._ 'a pejabat struktur instansi pemerintah ditingkat 
- -- a:a. k:abupaten/kota yang dikunjungi. 

:J::~-sa.r1a Teknis Dinas, Camat dan atau Sekretariat 
- --= Se kretaris Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan instansi 

_ ~ 5 oerada di lingkungan Kabupaten Bungo. 
':"-:-.arig pada lembaga lainnya di luar instansi pemerintah. 

::. aa tern pat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada 

:-- encan tumkan : 
.=..:- 5 cat dari tempat kedudukan/tempat tinggal dengan 
=-:-~- · an tanda tangan pejabat yang berwenang . 

dan tanggal berangkat dari tempat-tempat yang = 52..: dibubuhi sternpel dan tanda tangan pejabat terkait 
_ ::::.::- .:: dikunjungi. 

- - _ - C..:.: di tern pat kedudukan dibubuhi stempel dan tanda 

Pasal 23 

.::: ar ketentuan yang diatur pada ayat (2), ayat (3), dan 
penerbitan SPT dan SPPD tersebut tidak dapat 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalarn 

ubahan tulisan pada SPT dan atau SPPD dilakukan 
..: _a pada tulisan yang diubah dan kembali ditulis yang 

- ... :-:i paraf dari pejabat yang rnemberi perintah . 

uer dapat pada SPT dan SPPD tidak boleh ada 
=_"::- isnya atau tulisan lain yang tidak diperlukan. 

=--" alat pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. 
-·~ang-kurangnya rangkap 2 (dua) dan ditandatangani 
.:..::-5 berwenang rnenurut ketentuan yang diatur dalam 

;_1. dengan ketentuan: 

- ;- nakan untuk bahan pertanggungjawaban keuangan 
ge.uaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

:::,o dipergunakan sebagai bahan adrninistrasi/ arsip bagi 
-~---- _ :::- g melaksanakan fungsi pengawasan. 

Pasal 22 

-~:-:g:sian dan Perhitungan Rampung SPPD 



Pasa! _::: i 7 

;:a:::/ /akil Bupati secara bersama-sama berhalangan, maka 
-=--=--""T-'>·r:5c.r- ·:. ias dan manfaat yang akan diperoleh, maka Sekretaris 

- arr.a B pa · dapat member perin ah, persetujuan tertulis 
~.....--- ;:::.cG:::sa:.aari perjaianan dinas. 

Pasal 27 

KETENTUAN PERALIHAN 

BAB VII 

cesaiahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud 
- - aapat dikenakan tindakan berupa: 

-:. ~2J.-:.: rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut 

=--- - ran g berlaku. 

_ .c::- 5 · 0:- ·enang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas 
-··'--·- .... -. -a.;.-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta 

------..: :- e::ghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, 
~.:.:: a :: e~ alanan din as. 

_ £:::: ~ berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas 
· .. al-l al yang mempunyai prioritas tinggi dan pen ting serta 

- - ·--: penghernatan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, 
- -- a -e. ialanan dinas. 

::-:s, · erwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan 
~ 55 ....... ::g jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh 

- erar; sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan 
dalam hubungannya dengan perjalanan dinas 

;: :: a =~(PD yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban 
- ~ ==- Peraturan Bupati ini dalarn lingkungan SKPD masing- 

Pasal26 

--=-- cr.ggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
- ~ ??-:J beserta bukti pengeluaran riil. 

Pasal 25 

Pasal 24 

·a..--:cr ::nelakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan 
r.gja vaban biaya. 

B.B -- 



:::-as yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini 
man pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi. 

Pasal 32 

dibayar setara dengan 

- _ alanan dinas yang dalam perintahnya mengikutsertakan 
- ganisasi masyarakat, organisasi sosial lainnya bukan 

dan bukan pegawai tidak tetap dapat dibiayai 
------ ~-------:.-a.: persetujuan dari Bupati. 

-"' ialanan dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan 
Daerah yang undangannya mengikutsertakan 

-~~ --::~: dibiayai setara dengan biaya perjalanan dinas pejabat 

Pasal 31 

dalam Peraturan Bupati 1n1 berlaku untuk 
-~ yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

melaksariakan perjalanan dinas tetap memiliki hak­ 
-fasilitas yang diperoleh berhubungan dengan 

~ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 30 

"'---'-=_...-a.an perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan 
ya rr.eskipun pada tempat tujuan yang sama. 

_ .:: kni dalam rangka efisiensi dan/ atau ketepatan waktu 
suatu kegiatan kedinasan, pejabat yang berwenang 

rah perjalanan dinas berikutnya kepada pejabat negara, 
::>~D, pegawai negeri dan / atau pegawai tidak tetap yang 

- .--- perjalanan dinas, dengan kriteria sebagai berikut : 
__ an perjalanan dinas terse but berbeda dari perjalanan 

Pasal 29 

- - .::· ernatan anggaran, sedapat mungkin tidak melakukan 
a._ abila sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan 

.omunikasi. 

Pasal 2 

7 - 



- - ~BCPATE BUNGO TAHUN 2017 NO MOR l) 

H. RIDWAN IS 

ara Bungo 
bl 2017 

AERAH KABUPATEN BUNGO, 

• 

Ditetapkan di Muara Bungo 
r+- pada tanggal f1>J - · \ - 20 l 7 

;c~UNGO~UPATI BUNG0,1''~•0' 
, 1. ,,Pgt.~pd L .•. ,m,.,,,. ..I ·----- 

_ -:e::getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
- -=::empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

...:-.....: mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 34 

- ~ .ipati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo 
__ 5 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

?egawai Negeri, Pimpinan/ Anggota Dewan Perwakilan 
Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah 

3=::-:ta Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 28) 
i .... bah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 

~-~----- ?eraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
~-:~- Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

- . .: ggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga 
·=-·:ungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah 
Tal un 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak 

Pasal 33 

KETENTUANPENUTUP 

8 . .\3. ~ 



BUPATI BUNGO, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

aoatan 
•• ::J 

. a---ia . 
Pangkatj' Gol: . 

~· atan 

?ar;kat/Gol: . 
. a-----:a 

MEMERINTAHKAN: 

SURAT PERINTAH TU GAS 
_rOMOR:090/ /SPT/2017 

BUPATI BUNGO 

~ rat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh 

- - - ·.-.:· DI ·As DAL..\:.~ . ·.c:GER1 BAGI PEJABAT NEGARA, 
- -:-.-\ DEWA PERWAKILA RAKYAT DAERAH, PEGAWAI 

D.-\K TETAP DI LI GKU GAN PEMERINTAH KABUPATEN 

0 



NAMA 

WAKIL BUPATI BUNGO, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

: 1. . . 
2. ······························································· 
3. Dst . 

Jabatan 

2. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

Jabatan 

1. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

MEMERINTAHKAN: 

SURAT PERINTAH TU GAS 
NOMOR: 090/ /SPT/2017 

BUPATI BUNGO 

3entuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wakil 



PANG KAT 
NIP. 

............ ·························· 

a.n. BUPATI BUNGO 
SEKRETARIS DAERAH, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

2 . 
3. Ost. . 

Jabatan 

2. ama . 
Pangkat/Gol: , . 
NIP . 

Jabatan 

1. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

MEMERINTAHKAN: 

SURAT PERINTAH TUG AS 
NOMOR: 090/ /SPT/2017 

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo 
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510 

SEKRETARIAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

-~ 0°:ituk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Sekretaris 
a.as nama Bupati 



PA GKAT 
IP. 

................................. ····· 

a.n. BUPATI BUNGO 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
ASISTEN , 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

1 . 
2. ······························································· 
3. Dst . 

Jabatan 

2. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

Jabatan 

1. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

MEMERINTAHKAN: 

SURAT PERINTAH TUG AS 
NOMOR: 090/ /SPT/2017 

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo 
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510 

SEKRETARIAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

-:oh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Asisten 
rretaris Daerah atas narna Bupati 



PANG KAT 
IP. 

········ . 

a.n. BUPATI BUNGO 
KEPALA ... (nama SKPD), 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

: 1. 
2. 
3. 

Jabatan 

2. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

Jabatan 

1. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

MEMERINTAHKAN: 

SURAT PERINTAH TU GAS 
NOMOR: 090/ /SPT/2017 

Jalan Nomor (Kode Pos) . 

Telepon (0747) Fax (0747) . 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

....... (nama SKPD) 

ntoh Bentuk Surat Perintah Tugas {SPT) yang ditandatangani oleh Kepala 
- ·:>o atas nama Bupati 



PANG KAT 
NIP. 

............ ·························· 

KEPALA ... (nama SKPD), 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

: 1. 
2. 
3. 

Jabatan 

2. Nama .. 
Pangkat/ Gol: . 
NIP .. 

Jabatan 

1. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

MEMERINTAHKAN: 

SURAT PERINTAH TUGAS 
NOMOR: 090/ /SPT/2017 

Jalan Nomor (Kode Pos) . 

Telepon (0747) Fax (0747) . 

....... (nama SKPD) 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala 



PANG KAT 
IP. 

............... ······················· 

a.n. KEPALA ... (nama SKPD) 
...... (nama JABATAN), 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

: 1. 
2. 
3. 

Jabatan 

2. Nama . 
Pangkat/Gol: . 
NIP . 

Jabatan 

1. Nama . 
Pangkat/ Gol: . 
NIP . 

MEMERINTAHKAN: 

SURAT PERINTAH TUGAS 
NOMOR: 090/ /SPT/2017 

.Jalan Nomor (Kode Pos) .. 

Telepon (0747) Fax (0747) .. 

....... (nama SKPD) 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat 
nama Kepala SKPD 



Ditetapkan di Muara Bungo 
pada anggal 

-ebanan Anggaran 

1 . 
2 . 
3 dst. . 

Larnanya Perjalanan Dinas 
-a.~ggal berangkat 

-:ggal harus kembali 

Ternpat berangkat 
ernpat tujuan 

-- angkut yang dipergunakan · 

"-(SUd Perjalanan Dinas 

Pangkat dan golongan menurut 
i:J? o. 6 Tahun 1997 

.abatan 
'Lngkat menurut peraturan 
perjalanan 

- ::i.a Pegawai yang diperintah 

Bupati Bungo ~ -:abat yang memberi perintah 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SP PD) 

Lembar ke: 
Kode No 
Nomor 

BUPATI BUNGO 

ontoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani 
.eh Bupati (halaman depan) 



- ::.:. _ ang berweriang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan 
para pejaba yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara 

___ ara: oerta: &:,aung iawab berdasarkan peraruran-peraturan keuangan 
- c:. 2.._ abila negara ... enda; atkan :-- gt akii a: kesa.anar; ~ea:?aa.ri:-!_·a. 

-LAIN 
NAMA 

BUPATI BUNGO, 

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas 
perintahnya dan semata-rnata untuk kepentingan 
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Tiba di 
::>ada tanggal 
. ·epala 

Berangkat dari 
(tern pat kedudukan): . 
Pada tanggal . 
Ke . 

SPPD No 

-- Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani 
leh Bu pati (halaman belakang) 



wxxn. BCPATI BU GO, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

1 . 
2 . 
3 dst . 

Bupati Bungo : yang memberi perintah 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DIN AS 
(SP PD) 

Lembar ke: 
Kode No 
Nomor 

BUPATI BUNGO 

. ·a... 



_ an 5 oerwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan 
ara pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat tiba serta Bendahara 

aran · ertanggung jawab berdasarkar: peraturan-pera uran keuangan 
~ .. ·.-.J,:..a negara mendapatkan :-..!a: akibat .esaiaaan, :·eai;,aa."1:-rya. 

NAMA 

WAKIL BUPATI BUNGO, 

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas 
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan 
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
(tern pat kedudukan): . 
Pada tanggal . 
Ke 

SPPD No 

· .. Bentuk Surat "Per1ntah "Per~a\anan D1nas ,S"P"PD1 :,1an~ a.1tana.atan~an1 
~ ··: a\<.1\ Bupah \ha\aman 't>da\<.ang,1 



a.n. BUPATI BUNGO 
SEKRETARIS DAERAH, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

1 . 
2 . 
3 dst . 

Bupati Bungo 

~; .. a· dan golongan menurut 
-- ·-. 6 Tahun 1997 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SP PD) 

Lembar ke: 
Kode No 
Nomor 

a.ar; R. : . Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo 

Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510 

SEKRETARIAT DAERAH 
PE. !ERL "Tr\H Kr\BCPATE~ BU GO 



-P --- - -:::CJ.G. 

oerwenang menerbi tkan SPPD, pegawai yang melakukan 
riinas pa-a . eiabat yang merigesahkan tanggal berangkat/tiba 

PANG KAT 
NIP 

·················· . 

a.n. BUPATI BUNGO 
SEKRETARIS DAERAH, 

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan 
atas perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

. . . 
Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

. 
.. ································ 

Berangkat dari 
(tern pat kedudukan) : . 
Pada tanggal . 
Ke 



? . .\. ·oK.;. ~ 
'·~:::> 

······································ 

a.n. BUPATI BUNGO 
SEKRETARIS DAERAH, 

u.b. 
ASISTEN ..... 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

Keterangan lain-lain 
Mata Anggaran 

?embebanan Anggaran 
Instansi 

1 .. 
2 . 
3 dst.. . 

- ?engikut 

- a. Laman ya Perj alanan Din as 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali 

a. Tempat berangkat 
b. Tempat tujuan 

- Alat angkut yang dipergunakan 

- . Iaksud Perjalanan Dinas 

~ a. Pangkat dan golongan menurut 
PP No. 6 Tahun 1997 

b. Jabatan 
c. Tingkat menurut peraturan 

perjalanan 

Nama Pegawai yang diperintah 

Bupati Bungo · Pejabat yang memberi perintah 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DIN AS 
(SP PD) 

Lembar ke: 
Kode No 
Nomor 

.Jaiar; R .. 1 • Tnaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo 

Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510 

SEKRETARIAT DAERAH 



be ve ana menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan 
as .. a-a pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba 

Be idal ara ? . zet aran berta .aQUna ;a. rab berdasarkan oerat ran- ~ ., . 

PANG KAT 
NIP 

...................................... 

a.n. BUPATI BUNGO 
SEKRETARIS DAERAH, 

u.b. 
ASISTEN , 

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan 
atas perintahnya dan sernata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Ke pal a 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Ke pal a 

SPPD o 
Berangkat dari 
(tern pat kedudukan): . 
Pada tanggal . 
Ke . 



a.n. BUPATI BUNGO 
KEPALA ..... (nama SKPD) 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

Xeterangan lain-lain 
.. ata Ancaaran 

--:bebanan Anggaran 
.nstansi 

1 . 
2 . 
3 dst . 

Lamanya Perjalanan Dinas 
-:-anggal berangkat 
Tanggal harus kembali 

Tempat berangkat 
Tempat tujuan 

- angkut yang dipergunakan 

aksud Perjalanan Dinas 

Pangkat dan golongan 
-:enurut 

?P No. 6 Tahun 1997 
Jabatan 
Tingkat menurut peraturan 
. erjalanan 

_ ·ama Pegawai yang diperintah 

Bupati Bungo ejabat yang memberi perintah 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SP PD) 

Lembar ke: 
Kode No 
Nomor 

.Jalan Nomor (Kode Pos] . 

Telepon (0747) Fax (0747) . 

....... (nama SKPD) 
P=. ERI TAH KABUPATEN BUNGO 

yang di andatangani 



-eoara a a 

be vena .g menerbitkan SPPD pega vai yang melakukan 
.e gesahka: tanggal berangkat/ tiba 

. oerdasarkan era uran - 
P- apatkan - <- akiba: 

-LAIN 

PANG KAT 
NIP 

...................................... 

a.n. BUPATI BUNGO 
KEPALA ... (Nama SKPD), 

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas benar 
dilakukan atas perintahnya dan sernata­ 
mata untuk kepentingan jabatan dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

a tanggal 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

a di 
da tanggal 

- _ ala 

Berangkat da 
(tern pat kedudukan): . 
Pada tanggal . 
Ke . 

p:::>o. o 



KEPALA ..... (nama SKPD) 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

1 . 
2 . 
3 dst . 

t.amanya Perjalanan Dinas 
Tanggal berangkat 
Tanggal harus kembali 

Ternpat berangkat 
Ternpat tujuan 

angkut yang dipergunakan 

:sud Perjalanan Dinas 

Tingkat menurut peraturan 
perjalanan 

Pangkat dan golongan 
-e .. urut 

. ? o. 6 Tahun 1997 

ma Pegawai yang diperintah 

eja bat yang memberi perintah Kepala ... (Nama SKPD) 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SP PD) 

Lembar ke: 
Kode No 
Nomor 

Jalan Nomor (Kade Pos) . 

Telepon (0747) Fax (0747) .. 

....... (nama SKPD) 
PE. ERL .TAH KA.BGPATE BU GO 



;::- yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan 
;::-:an dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta 
aara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan 

negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, 

LAIN-LAIN 
PANG KAT 
NIP 

...................................... 

KEPALA ... (Nama SKPD), 

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan 
atas perintahnya dan sernata-rnata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Bera: gxa dari 
( empa kedudukan): . 
Pada tanggal . 
Ke . 

P?::J . o 



a.n. KEPALA ..... (nama SKPD) 
..... (nama JABATAN) 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 

1 .. 
2 . 
3 dst . 

--:anya Perjalanan Dinas 
- r.ggal berangkat 
---:ggal harus kernbali 

:::pat berangkat 
:::pat tujuan 

-:gkut yang dipergunakan 

ud Perjalanan Dinas 

-.::akat menurut peraturan 
:-:-:alanan 

Pangkat dan golongan 
rut 

-:, . o. 6 Tahun 1997 

- arna Pegawai yang diperintah 

Kepala ... (Nama SKPD) - jabat yang memberi perintah 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SP PD) 

Jalan Nomor (Kode Pos) .. 

Telepon (0747) Fax (0747) . 

....... (nama SKPD) 

Lembar ke: 
Kode No 
Nomor 



·a g berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan 
dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta 

ara Penzeluaran bertanggung jaw ab berdasarkan peraturan-peraturan 
.. ega a apabi a egara me dapa kan ruzi akibat kesalahan, 

-LAIN 

PANG KAT 
NIP 

......... ··························· .. 

a.n. KEPALA ... (Nama SKPD), 
..... (nama JABATAN) 

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan 
atas perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

- 2 di 
- ~a anggal 

ala 

Berangkat dari 
(tern pat kedudukan): . 
Pada tanggal . 
Ke . 

PPD . ·o 



IP. 
··················································· 

Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang 
ditunjuk 

: Rp . 
: Rp. ···································· 
: Rp . 

Ditetapkan sejumlah 
Yag telah dibayar 
semula 

isa kurang/ lebih 

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG 

NIP. 
.......................................... 

Yang menerima, Bendahara, 

Telah menerima jumlah uang sebesar 
Rp. ···································· 

Telah dibayar sejumlah 

Muara Bungo, 2017 

Jumlah 

Keterangan Jumlah Rincian Biaya 

-::-ia . 
r.gkat/ Golongan . 

atan . 
-::piran SPPD Nomor : .. 
-.craal . 
..::sud Perjalanan Dinas .. 

RINCIAN BIAY A PERJALAN DINAS 

Contoh Bentuk Rincian Biaya Perjalanan Dinas 



3AG~ PEJABA .EGARA, PIM PI NAN DAN 
DAERAH PEGA ;Al EGERI DAN PEGAWAI TIDAK 

. G.-. .. ?E .. :s~. ·T . .\I-i KABUPATE B . GO 
UANG HARIAN 

(dalam rupiah) 

ian Harian 
GolA Gol B GolC Gol D GolE Gol F GolG GolH Ket 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 
1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 

1.200.000 1.150.000 1.100.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 

1. 100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 
--- 

1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 
---- 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 
·---- 

1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 
--- ·------- 

ra 1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 

ra 1. 150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 
--- - 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 
---- 

1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 ---- 
1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 
- 

1.150.000 1.100.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 
---- 

l-.200.000 1.150.000 1.100.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 

1.150.000 1. i 00.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 

1.100.000 1.050.000 1.000.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 -·-j 350.000 325.000 300.000 150.000 120.000 110.000 100.000 
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--i 

250.000 310.000 

B 

380.000 690.000 890.000 1.330.000 J. 750.000 3.000.000 

3.110.000 2.500.000 1.540.000 970.000 600.000 4 70.000 360.000 255.000 ------~-----t------t--~ -+-----+------+------+----+-------+-----1 
2.850.000 2.500.000 1.660.000 1.060.000 750.000 460.000 420.000 380.000 

2 750.000 2.170.000 1.590.000 1.100.000 970.000 790.000 550.000 325.000 

1.320.000 1.310.000 1.300.000 950.000 900.000 420.000 330.000 

1.260.000 1.255.000 1.250.000 910.000 880.000 420.000 350.000 
-----,-~~--1-------1--------,-------+------t-- 

l.840.000 1.170.000 960.000 530.000 400.000 275.000 I ~----+------~-----+------+------+------+--- --+------+----->~ 
2.030.000 1.750.000 1.400.000 900.000 800.000 490.000 340.000 200.000 I 

1.855.000 1.310.000 890.000 860.000 430.000 320.000 

2.500.000 1.510.000 950.000 900.000 550.000 390.000 
----,----·----+-----+------1-------1------1-------+------+------;r-----t 

4 .:250.000 3.500.000 1. 700.000 1.120.000 810.000 500.000 370.000 
-------1-----~--------t------t------t------t------t-------t---~--- - 

4.000.000 2.750.000 2.600.000 1.800.000 1.500.000 550.000 430.000 

4.000.000 2.750.000 2.600.000 1.800.COO 1.500.000 550.000 430.000 

3.200.000 2.500.000 1.660.000 1.180.000 640.000 540.000 390.000 

3.000.000 2.500.000 1.210.000 790.000 680.000 540.000 370.000 200.000 

1.850.000 I. 750.000 1.200.000 850.000 800.000 480.000 330.000 195.000 

240.000 

295.000 

310.000 

250.000 

310.000 

250.000 

230.000 

220.000 

4 .820.000 3. 750.000 

2.400.000 

3.000.000 

400.000 530.000 

370.000 

660.000 

540.000 

700.000 

730.000 

730.000 

1.280.000 

1.160.000 

2.310.000 

2.500.000 

2.750.000 

3.000.000 

215.000 

4.880.000 4.000.000 1.840.000 1.350.000 1.300.000 900.000 690.000 495.000 

3.420.000 

4.400.000 3.750.000 1.520.000 1.090.000 840.000 490.000 430.000 375.000 

4.620.000 3.750.000 1.500.000 1.070.000 740.000 620.000 490.000 375.000 

3.800.000 3.000.000 1.570.000 1.110.000 1.020.000 790.000 530.000 280.000 

l .300.000 1.250.000 1.040.000 720.000 700.000 590.000 400.000 225.000 

3.330.000 2.750.000 1.390.000 870.000 850.000 530.000 370.000 210.000 

4.240.000 3.500.000 1.380.000 1.010.000 880.000 470.000 370.000 275.000 

3.660.000 3.000.000 1.780.000 1.210.000 940.000 510.000 400.000 300.000 
-+------·---l 

5.000.000 4.000.000 1.340.000 1.020.000 800.000 610.000 480.000 355.000 
~--------+---------+-------t-------;~~~-1-------1------+- 

4 .140.000 3 500 000 1.600.000 1.100.000 1.020.000 490.000 380.000 280.000 

4.680.000 3.750.000 1.360.000 900.000 600.000 510.000 380.000 250.000 ~-----t-------t-------t-------t------t-- 
3.960.000 3.000.000 1.430.000 960.000 790.000 370.000 310.000 260.000 

3.810.000 3.000.000 1.330.000 900.000 860.000 450.000 340.000 245.000 --------~------/--~ 
4.270.000 3.750.000 1.400.000 910.000 650.000 500.000 360.000 230.000 

250.000 370.000 500.000 700.000 940.000 1.370.000 4.000.000 

250.000 330.000 410.000 1.080.000 1.120.000 1.510.000 3.750.000 

4.900.000 

4.420.000 

Gol H Go! G Go! F Go!D Go!B Go!A 

dalam ru iah 

Go!E 
Tin katan Bia a Pen ina an 

Go!C 
ian 

PIRAN IV: 
TURAN BUPATI BUNGO 

'OR i TA HUN 2017 
-ANG = TUAN PERJALANJ\N DINAS Dl,LAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA 
"AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI 

:iKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 
BIAYA PENGINAPAN 



TI BUNGO: B 

--------------~~------·--------~-------- 

Sud ah termasuk 
sopir dan bahan 
bakar minyak 

~ ca: 'akil Bupati 

Maksimal 
Besaran Per 

Hari 

Pejabat Negara Keterangan 

Real Cost 

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA 

----- 

Pejabat Negara/Pegawai Besaran Per Hari Keterangan 

Luar Daerah Dalam Daerah 
--- 

Bupati/Wakil Bupati Rp 250.000 Rp 150.000 Orang/Hari 

Pimpinan DPRD Rp 225.000 Rp 125.000 Orang/Hari 

Anggota D PRD / Pej a bat Rp 200.000 Rp 100.000 Orang/Hari 

Eselon II A 

Pejabat Eselon II B Rp 125.000 Rp 50.000 Orang/Hari 

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI 

:\MPIRAN V: 
-::RATURAN BUPATI BUNGO 

OMOR 1- TAHUN 2017 
:: TANG 
~TENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN 

.GGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK 
:.TAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 



Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan 

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Gol G Gol E GolC Gol A Gol H Gol F Gol D Gol B 

Tingkat Pegawai 

Uraian 

(dalam rupiah) 
BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH 

MPIRAN VI: 
- ~RATURAN BUPATI BUNGO 
8MOR j_ TAHUN 2017 
~NT ANG 
~TENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA 
=WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI 

.GKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 


